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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PERIKLANAN PANGAN OLAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang 

tidak benar dan menyesatkan dalam iklan pangan 

olahan; 

 b. bahwa pengaturan mengenai pedoman periklanan 

pangan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang periklanan pangan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan 

Olahan; 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
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 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4252); 

 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5291); 

 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden 

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 

 

 

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 
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Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 11); 

 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentang 

Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan 

Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan; 

 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang 

Pengawasan Pangan Olahan Organik; 

 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang 

Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, 

Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa pada 

Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen 

Makanan, dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 328); 

 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang 

Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

18); 

 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang 

Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 810) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 

2013 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 963); 

 14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang 

Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk 

Keperluan Medis Khusus (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 602) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

www.peraturan.go.id



2016, No.738 -4- 

dan Makanan Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 480); 

 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula 

Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 708); 

16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula 

Pertumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 709); 

17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengawasan Minuman 

Khusus Ibu Hamil dan/atau Ibu Menyusui (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 710); 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan 

Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Makanan 

Minuman; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN 

PERIKLANAN PANGANOLAHAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah 

maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan 

dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 
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pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman. 

2.  Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil 

proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 

tanpa bahan tambahan, termasuk bahan tambahan 

pangan. 

3.  Klaim Penurunan Risiko Penyakit adalah klaim yang 

menghubungkan konsumsi pangan atau komponen 

pangan dalam diet total dengan penurunan risiko 

terjadinya suatu penyakit atau kondisi kesehatan 

tertentu. 

4.  Iklan Pangan Olahan, yang selanjutnya disebut Iklan, 

adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai 

Pangan Olahan dalam bentuk gambar, tulisan atau 

bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk 

pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. 

5.  Nama Dagang adalah tanda yang berupa gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran 

pangan.  

6.  Keterangan yang Benar adalah keterangan yang isinya 

sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau memuat 

keterangan yang diperlukan agar dapat memberikan 

gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan. 

7.  Keterangan yang tidak Menyesatkan adalah keterangan 

yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, 

bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan 

pangan yang benar dan tidak menimbulkan 

gambaran/persepsi yang menyesatkan pemahaman 

mengenai pangan yang bersangkutan. 

8.  Label yang Disetujui adalah label yang telah 

mendapatkan persetujuan pada saat pendaftaran Pangan 

Olahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

izin edar. 
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